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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

KOTA SEMARANG
NOMOR B/TR2/421 2/1/2023

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM DARUR ROHMAN
JL. MAKAM H. NURROHMAN RT.04 RW.07 KELURAHAN BANJARDOWO

KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

f.

Surat permohonan dan Proposal dar Yavasan H. Nur Hohman
Zacnab  Banjanlowo Semarang, Nomor :  H/002/015/3D1
DR/V/2022 tangeal 24 Marct 2022 Alamat Jl. Makam H,
Nurmohman RT.04 RW.07 HKelurmhan Hanjardown Kecamatan
Genuk Kota Semarnng.

Perihal Permohonan.

bahwa permohonan Yayasan H. Nur Rohman Zacnab Hanjardowo
Semarang  terscbut  df atns, telah  memenuhi  persyaratan
scbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayvaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman  Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan
visitasi dan tdak  keberatan untuk menerbitkan ljin
Pendirian/Operasional SD Islam Darur Rohman yang berlokasi di
Jl. Makam H. Nurrohman RT.04 RW.07 Kelurahan Banjardowo
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4844);
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Perntumin Pemecintalh Nomeor 19 Tahun J0O5  Aentang Ntamlar
Nastonal Penditikan (Lembamn Negam leepulik Indonesia Tahun
005 Nowwwr A1, Tambahan Lembaran Negara fepablite Tndoneshs
Nomior 44061 selmgnimann telnh diatsh dengan Perataran
Pemerintal Hepublik  Indonesn Mo 44 Tabnen My tentang
ermibahan Atar Peraturn Prowcrintali Nomar 19 Tahun 20005
wentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negain Republik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Repuldik Indoiwesia Nomor 54 1,

Peratiuran Pemerintah Nomor 13 Tahon 2015 tentang Perubshan
Kedua atas Permtoumn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenthng
Standar Nasional Pendulikan;

Pernturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan  dan  Penempan Standar Pelavanan Milurpnl
{Lembaran Negnm Hepublik Indonesia Tahun 20005 Nomor 1510,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesin Nomor 45851

Persturnn Pemerintaly Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urugan Pemerintanhan antarn Pemerintah, Pemerintab Provinsi,
dan Pemerintnh Dacrah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negora Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarn Nomaor 4747,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negnrm Republik Indonesin Tahun 2008 Nomaor 90,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 4863

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4804);

Peraturan Pemerintahh Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubaban
Atas Peraturnan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran
Dacrah Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyvah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayvanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;



15 Trratuman Mentern Pradedikan dan Kebudayuen Republik Indonesis
Nomor I3 Tabun 2013 temzang Peribtmhan Atas Proaturan Mesten
Perdidikan Nosional Nomeor 15 Tahun 2010 frntang Swndar
Pelavanan Minimal Pendsdilan Dasar di Katropaten/ herta

16. Peraturan Mentert Perdadikan dan Krbudavaan Hepubik Inonesss
Nomor 3% Tahun 2014 Tentang Prdoman Pendirsan, Prrubsbsn
dan Peautupan Satuan Pendsdikan Dasar dan Mensogah

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 61 Tabun
2013 trmtang Kunkulum Tingkat Satuan Prodelian peds
Pendudikan Dasar dan Pendidikcan Menengah

18. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudsyvaan Republik Indonesa
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulosas
Pendidikan Dasar dan Menengah-

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indenosia
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendxdikan Dasar dan

Menengah:

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indotesza
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Penddwhkan [Dasar

dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Repubiik Indoncsia
Nomeor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Penddikan:

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Republk Inconcss
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimsan Peserta Dudik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dmsar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012
tentang Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provmsa
Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah
Nomor 9);

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015
tentang Upah Minimal pada 35 {Tiga Puluh Lima) Kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

| Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesm
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSEAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEROLAH
DASAR ISLAM DARUR ROHMAN, JL. MAKAM H. NURROHMAN RT.04
RW.07 KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA
SEMARANG.




KESATU + Memberi persetujunan kepadn

Manma : Yayasan H. Nur Rohman Zaenab
Banjardown Semarang
Alamat . J1. Makam H. Nurrohman RT.04 RW.07

Kelurahan Banjardowo
Kecnmatan Genuk
Koln Semarang

Untuk diterbitkan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :

Nama + SD Islam Darur Rohman

Alamat : JI. Makam H. Nurrohman RT.04 RW.07
Kelurahnn Banjardowo
Kecamatan Genuk
Kota Scmarang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - Ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 20014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ljin
Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabul

KETIGA ¢ Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahw
perkembangan Sekolah Dasar Llersebut.
KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar

Pelayanan Minimal, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan akan
diberhentikan dan atau dicabut [jin Pendirian/ Operasionalnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pog] @ 09 Januari 2023

Tembusan Yth.

Walikota Semarang (sebagai laporan);
Kepala BAPENDA Kota Semarang;

Kepala BPKAD Kota Semarang;

Kepala Bidang D Lingkungan Dinas
Pendidikan Koia Semarang;

Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan
Genuk
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